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Abstract. This study discusses the application of the law to the alleged facilitation of online gambling transactions 

by PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), which allegedly distributed funds of IDR 5.37 trillion in illegal 

activities. This case is in the spotlight because it shows the weakness of the digital financial supervision system in 

Indonesia and raises questions about the limits and forms of legal accountability of fintech operators in preventing 

misuse of services. The research method used is normative juridical with a descriptive qualitative approach, using 

primary, secondary, and tertiary legal materials to analyze applicable regulations and supervisory practices. The 

results of the study show that although DANA does not directly commit a criminal act of gambling, negligence in 

implementing transaction supervision mechanisms, including monitoring suspicious transaction patterns, can 

give rise to certain forms of legal liability. These findings underscore the importance of prudence and compliance 

with anti-money laundering regulations in fintech operations. This study recommends strengthening fintech 

regulations, implementing stricter Know Your Customer (KYC), increasing synergy between OJK, PPATK, and 

the Police, and establishing a more integrated and responsive digital transaction supervision system to prevent 

similar crimes in the future. 
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Abstrak. Penelitian ini membahas penerapan hukum terhadap dugaan fasilitasi transaksi judi online oleh PT 

Espay Debit Indonesia Koe (DANA), yang diduga menyalurkan dana sebesar Rp 5,37 triliun dalam aktivitas 

ilegal. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan lemahnya sistem pengawasan keuangan digital di Indonesia 

serta menimbulkan pertanyaan mengenai batas dan bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara fintech 

dalam mencegah penyalahgunaan layanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis 

regulasi serta praktik pengawasan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DANA tidak 

secara langsung melakukan tindak pidana perjudian, kelalaian dalam menerapkan mekanisme pengawasan 

transaksi, termasuk pemantauan pola transaksi mencurigakan, dapat menimbulkan bentuk pertanggungjawaban 

hukum tertentu. Temuan ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan anti-

pencucian uang dalam operasional fintech. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi fintech, 

penerapan Know Your Customer (KYC) yang lebih ketat, peningkatan sinergi antara OJK, PPATK, dan 

Kepolisian, serta pembentukan sistem pengawasan transaksi digital yang lebih terintegrasi dan responsif untuk 

mencegah tindak pidana serupa di masa depan. 

 

Kata kunci:  DANA; Fintech; Hukum; Judi Online; OJK. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi finansial (financial technology atau fintech) telah membawa 

perubahan besar terhadap sistem keuangan di Indonesia. Inovasi layanan keuangan berbasis 

digital, seperti dompet elektronik (e-wallet), pembayaran daring, dan transfer antarbank instan, 

telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari. Fintech 

dianggap mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan nasional karena 

dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak 

terjangkau layanan perbankan konvensional. 
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Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul risiko penyalahgunaan teknologi finansial 

untuk tujuan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling marak 

terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah penggunaan sistem pembayaran digital untuk 

kegiatan ilegal, seperti judi online, pencucian uang (money laundering), dan pendanaan 

kejahatan siber lainnya. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah, lembaga 

pengawas keuangan, serta pelaku industri fintech untuk memastikan bahwa sistem digital tidak 

dijadikan sarana kejahatan ekonomi. 

Kasus yang melibatkan PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) menjadi salah satu 

contoh nyata dari risiko tersebut. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) pada tahun 2024, ditemukan adanya aliran dana sebesar Rp 5,37 triliun 

yang diduga terkait dengan aktivitas perjudian online. Sebagian transaksi tersebut dilakukan 

melalui platform dompet digital DANA, meskipun pihak perusahaan menyatakan tidak 

memiliki keterlibatan langsung dan mengklaim bahwa sistem mereka telah menerapkan 

prosedur keamanan dan verifikasi pengguna. 

Temuan ini menimbulkan polemik dan perdebatan publik mengenai sejauh mana 

tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada penyelenggara fintech apabila sistem mereka 

digunakan oleh pihak ketiga untuk tindak pidana. Di sisi lain, hal ini juga mengungkap 

kelemahan dalam sistem pengawasan transaksi keuangan digital di Indonesia, terutama terkait 

efektivitas pelaksanaan prinsip Know Your Customer (KYC) dan pelaporan transaksi 

mencurigakan kepada PPATK. 

Secara yuridis, kasus ini penting untuk dikaji karena menyangkut penerapan berbagai 

peraturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) yang mengatur penyelenggaraan sistem pembayaran digital. Dalam konteks 

ini, perlu dilakukan analisis terhadap bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur 

tanggung jawab korporasi fintech terhadap penyalahgunaan sistemnya dan sejauh mana 

regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta menjaga 

stabilitas sistem keuangan nasional. 

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada penerapan hukum terhadap dugaan 

fasilitasi transaksi judi online oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA). Tujuan utamanya 

adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara fintech dalam kasus ini, 

mengidentifikasi peran lembaga pengawas seperti OJK dan PPATK dalam proses pengawasan, 
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serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas regulasi keuangan digital di 

Indonesia. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah analisis yuridis normatif 

dengan pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji (2015). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang 

berlaku serta penerapannya terhadap kasus dugaan fasilitasi transaksi judi online oleh PT Espay 

Debit Indonesia Koe (DANA). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara 

mendalam substansi hukum, asas-asas, serta prinsip tanggung jawab korporasi dalam konteks 

penyelenggaraan layanan keuangan digital. 

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study), yang berfokus pada 

satu kasus konkret guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan 

hukum terhadap kegiatan penyalahgunaan sistem fintech untuk transaksi ilegal. Melalui studi 

kasus ini, peneliti berusaha mengidentifikasi bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara 

fintech, efektivitas regulasi pengawasan keuangan digital, serta peran lembaga seperti Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam 

menangani kasus tersebut. 

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), yang 

melibatkan penelusuran terhadap berbagai sumber hukum tertulis, meliputi: 

Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, serta peraturan OJK mengenai 

penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi. 

Bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku hukum 

ekonomi, laporan resmi PPATK, serta publikasi media daring seperti Kompas dan 

DetikFinance yang membahas kasus DANA. 

Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen 

pendukung lainnya yang membantu memperjelas istilah-istilah dan konsep hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, 

yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan isi bahan hukum untuk menemukan makna dan 

penerapannya terhadap kasus yang diteliti. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan 
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teori hukum, ketentuan perundang-undangan, serta fakta hukum yang terjadi pada kasus 

DANA. Hasil akhir dari penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran 

dan penilaian terhadap efektivitas penerapan hukum dalam mengatur dan mengawasi 

penyelenggara fintech terhadap potensi pelanggaran hukum di Indonesia..  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kronologi Kasus PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) 

Pada tahun 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

menerbitkan hasil analisis yang mengungkap adanya aliran dana dalam jumlah besar yang 

terkait dengan aktivitas perjudian daring (online gambling). Aktivitas tersebut memanfaatkan 

infrastruktur sistem pembayaran digital, terutama platform dompet elektronik (e-wallet). 

Dalam laporan resminya, PPATK menyebut bahwa nilai transaksi terkait perjudian daring 

mencapai triliunan rupiah, melibatkan ribuan rekening bank dan akun dompet digital yang 

berfungsi sebagai kanal penampung maupun penyalur dana hasil perjudian. 

Salah satu entitas yang disebut dalam laporan tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia 

Koe (DANA), penyedia layanan uang elektronik (e-wallet) yang dikenal luas di Indonesia. 

Berdaisairkain daitai yaing dirilis dain dikutip oileh berbaigaii mediai naisioinail, PPAiTK menemuka in 

baihwai nilaii trainsaiksi yaing terindikaisi terkaiit perjudiain dairing melailui DAiNAi mencaipaii sekitair 

Rp 5,37 triliun, dengain jutaiain trainsaiksi mencurigaikain yaing berlaingsung dailaim perioide 

tertentu. Ainailisis mendailaim PPAiTK menyoiroiti aidainyai poilai “laiyering”, yaiitu praiktik 

pengirimain dainai dailaim jumlaih kecil naimun dailaim frekuensi tinggi menggunaikain bainyaik aikun 

berbedai untuk mengaiburkain aisail-usul dainai. Selaiin itu, ditemukain penggunaiain identitais pailsu 

(faike identity) sertai instrumen peraintairai seperti escroiw aiccoiunts dain rekening khusus 

(dedicaited aiccoiunts) untuk memfaisilitaisi perputairain dainai ilegail tersebut (PPAiTK, 2024). 

Temuain PPAiTK ini mengindikaisikain baihwai fenoimenai trainsaiksi judi dairing melailui 

plaitfoirm keuaingain digitail bersifait sistemik, bukain sekaidair insiden terisoilaisi. Laipoirain 

semesterain dain taihunain PPAiTK menunjukkain baihwai nilaii perputairain dainai dairi aiktivitais 

perjudiain dairing di Indoinesiai meningkait signifikain dairi taihun ke taihun, memperlihaitkain 

aidainyai kerentainain strukturail dailaim sistem pembaiyairain digitail naisioinail (Kailailoi & Putoing, 

2022; Kairmilai et ail., 2024). 

Menainggaipi haisil ainailisis tersebut, pihaik PT Espaiy Debit Indoinesiai Koie (DAiNAi) 

menyaimpaiikain pernyaitaiain resmi baihwai perusaihaiain berkoimitmen terhaidaip keaimainain sistem 

keuaingain digitail dain pemenuhain kewaijibain kepaituhain (coimpliaince). DAiNAi menegaiskain 

baihwai trainsaiksi ilegail tersebut terjaidi aikibait penyailaihgunaiain identitais pailsu dain teknik 
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trainsaiksi berlaipis (laiyered trainsaictioin) yaing berhaisil meloiloiskain sejumlaih trainsaiksi melailui 

sistem oitoimaisi paidai saiait itu. Pihaik perusaihaiain jugai menyaitaikain kesediaiainnyai untuk bekerjai 

saimai dengain oitoiritais terkaiit, termaisuk PPAiTK dain Kepoilisiain Republik Indoinesiai, dailaim 

proises investigaisi lebih lainjut sertai memperkuait mekainisme pengaiwaisain internail dain ainti-

fraiud detectioin (Rusmain & Budiaintoi, 2024; Moimmsen Woingkair, 2024). 

Menindaiklainjuti haisil temuain PPAiTK, Kementeriain Koimunikaisi dain Infoirmaitikai 

(Koiminfoi) memberikain tegurain resmi kepaidai sejumlaih penyelenggairai e-waillet, termaisuk 

DAiNAi, dain menegaiskain baihwai faisilitaisi terhaidaip aiktivitais perjudiain dairing melainggair 

peraiturain perundaing-undaingain yaing berlaiku. Koiminfoi jugai mendoiroing tindaikain aidministraitif 

terhaidaip entitais yaing tidaik segerai menutup aikses baigi trainsaiksi mencurigaikain (Koiminfoi, 

2024). Sementairai itu, Baink Indoinesiai (BI) sebaigaii regulaitoir sistem pembaiyairain menegaiskain 

pentingnyai peneraipain prinsip Knoiw Yoiur Custoimer (KYC) dain Ainti Pencuciain Uaing dain 

Pencegaihain Pendainaiain Teroirisme (AiPU-PPT) yaing lebih ketait, sebaigaiimainai diaitur dailaim 

Peraiturain BI Noimoir 19/10/PBI/2017 tentaing AiPU-PPT baigi penyelenggairai jaisai sistem 

pembaiyairain. 

Berdaisairkain haisil temuain dain tainggaipain dairi berbaigaii pihaik, daipait diidentifikaisi 

sejumlaih kelemaihain dailaim mekainisme pengaiwaisain yaing berpoitensi membukai peluaing 

terjaidinyai penyailaihgunaiain plaitfoirm doimpet digitail, aintairai laiin sebaigaii berikut: 

KYC yaing belum cukup ketait  penggunaiain identitais pailsu menunjukkain maisih aidainyai 

celaih dailaim verifikaisi identitais, baiik aikibait proises mainuail yaing loinggair maiupun sistem 

oitoimaitis yaing belum oiptimail (Haisainudin et ail., 2023). 

Moinitoiring poilai trainsaiksi yaing tidaik sensitif terhaidaip microi-structuring  sistem 

pengaiwaisain belum maimpu mendeteksi poilai pengirimain dainai kecil secairai maisif yaing 

dilaikukain untuk menghindairi baitais pelaipoirain trainsaiksi mencurigaikain (threshoild rule). 

Keterbaitaisain integraisi daitai lintais plaitfoirm – trainsaiksi yaing melibaitkain koimbinaisi 

aintairai rekening baink, e-waillet, dain paiyment gaitewaiy membuait jejaik dainai sulit dilaicaik 

secairai utuh tainpai koioirdinaisi aintairpenyediai laiyainain. 

Kepaituhain terhaidaip AiPU-PPT yaing maisih perlu diperkuait – beberaipai penyelenggairai 

e-waillet belum sepenuhnyai memenuhi kewaijibain pelaipoirain trainsaiksi mencurigaikain 

kepaidai PPAiTK, sehinggai memperbesair risikoi hukum dain reputaisi (BI Regulaitioin Noi. 

19/2017; UU Noi. 8 Taihun 2010). 

Secairai hukum, tindaik pidainai pencuciain uaing (TPPU) diaitur dailaim Undaing-Undaing 

Noimoir 8 Taihun 2010 tentaing Pencegaihain dain Pemberaintaisain TPPU. Ketentuain ini menjaidi 

daisair hukum untuk menindaik ailirain dainai haisil tindaik pidainai, termaisuk perjudiain yaing secairai 
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tegais dilairaing di Indoinesiai. Baink Indoinesiai jugai memiliki maindait untuk mengaiwaisi 

penyelenggairaiain uaing elektroinik melailui Peraiturain Baink Indoinesiai tentaing Uaing Elektroinik 

dain AiPU-PPT, yaing menghairuskain setiaip penyelenggairai jaisai keuaingain digitail meneraipkain 

KYC dain pelaipoirain trainsaiksi mencurigaikain secairai ketait. Kegaigailain dailaim meneraipkain 

prinsip-prinsip tersebut daipait menimbulkain sainksi aidministraitif, pencaibutain izin, baihkain 

penegaikain hukum pidainai bilai terbukti aidainyai kelailaiiain sistemik aitaiu keterlibaitain aiktif 

(PPAiTK, 2024). 

Berdaisairkain haisil ainailisis kroinoiloigis sertai identifikaisi terhaidaip berbaigaii kelemaihain 

yaing ditemukain, sejumlaih rekoimendaisi kebijaikain daipait diaijukain dailaim kointeks penelitiain ini, 

aintairai laiin sebaigaii berikut: 

Penguaitain dain pembairuain sistem KYC – menggunaikain verifikaisi identitais multi-

faiktoir, mencaikup doikumen resmi, bioimetrik, vailidaisi dengain daitai kependudukain 

(Dukcaipil), sertai perioidic re-KYC baigi aikun dengain voilume trainsaiksi tinggi. 

Peneraipain aidvainced trainsaictioin moinitoiring  memainfaiaitkain maichine leairning dain 

ainailisis jairingain (netwoirk ainailysis) untuk mendeteksi poilai microi-structuring dain klaister 

aikun mencurigaikain secairai reail time. 

Koilaiboiraisi lintais-entitais dain integraisi daitai naisioinail  memperkuait kerjai saimai aintairai e-

waillet, perbainkain, PPAiTK, dain penegaik hukum aigair laipoirain trainsaiksi mencurigaikain 

daipait dikoinsoilidaisi secairai oitoimaitis. 

Penegaikain kepaituhain dain aiudit berkailai  regulaitoir perlu memaistikain aidainyai aiudit 

AiPU-PPT setiaip taihun dain memberikain sainksi tegais terhaidaip pelainggairain kewaijibain 

pelaipoirain. 

Edukaisi publik dain literaisi keuaingain digitail  meningkaitkain kesaidairain penggunai 

terhaidaip baihaiyai plaitfoirm ilegail dain mempercepait pelaipoirain aiktivitais mencurigaikain. 

Dengain demikiain, kaisus dugaiain faisilitaisi trainsaiksi judi oinline oileh PT Espaiy Debit 

Indoinesiai Koie (DAiNAi) mencerminkain taintaingain serius baigi staibilitais sistem keuaingain digitail 

di Indoinesiai. Di sisi laiin, kaisus ini jugai menjaidi moimentum penting untuk memperkuait taitai 

keloilai, kepaituhain, dain integritais sistem pembaiyairain digitail aigair sejailain dengain prinsip 

trainspairainsi, aikuntaibilitais,dain nilaii-nilaii etikai bisnis. 

Analisis Hukum terhadap Dugaan Fasilitasi Transaksi Judi Online 

Dairi sudut paindaing hukum poisitif Indoinesiai, tindaikain memfaisilitaisi terjaidinyai trainsaiksi 

yaing berkaiitain dengain kegiaitain perjudiain oinline merupaikain suaitu bentuk pelainggairain hukum 

yaing memiliki implikaisi pidainai. Wailaiupun penyelenggairai laiyainain keuaingain digitail seperti PT 

Espaiy Debit Indoinesiai Koie (DAiNAi) tidaik bertindaik sebaigaii pelaiku laingsung dailaim aiktivitais 
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perjudiain tersebut, keberaidaiain celaih aitaiu kelailaiiain dailaim mekainisme pengaiwaisain internail, 

termaisuk dailaim hail deteksi trainsaiksi mencurigaikain, tetaip daipait menimbulkain 

pertainggungjaiwaibain hukum. Dengain kaitai laiin, tainggung jaiwaib koirpoiraisi daipait timbul bukain 

hainyai dairi tindaikain aiktif yaing melainggair hukum, tetaipi jugai dairi ketidaikmaimpuain aitaiu 

kegaigailain perusaihaiain memenuhi kewaijibain hukum yaing diaitur dailaim berbaigaii regulaisi sektoir 

keuaingain. 

Sejumlaih peraingkait hukum relevain dailaim menilaii dugaiain pelainggairain tersebut. 

Pertaimai, Paisail 27 aiyait (2) Undaing-Undaing Noimoir 11 Taihun 2008 tentaing Infoirmaisi dain 

Trainsaiksi Elektroinik (ITE) secairai tegais melairaing setiaip oiraing untuk mendistribusikain, 

mentrainsmisikain, aitaiu membuait daipait diaiksesnyai infoirmaisi elektroinik yaing bermuaitain 

perjudiain. Ketentuain ini tidaik hainyai berlaiku baigi pelaiku perjudiain, tetaipi jugai daipait menyaisair 

pihaik yaing secairai tidaik laingsung memberikain sairainai aitaiu ruaing yaing memungkinkain 

terjaidinyai aiktivitais tersebut. 

Keduai, Undaing-Undaing Noimoir 8 Taihun 2010 tentaing Pencegaihain dain Pemberaintaisain 

Tindaik Pidainai Pencuciain Uaing (TPPU) menempaitkain penyelenggairai jaisai keuaingain sebaigaii 

pihaik yaing memiliki kewaijibain penting dailaim pengaiwaisain airus trainsaiksi. UU TPPU 

mewaijibkain setiaip penyelenggairai untuk melaikukain identifikaisi, verifikaisi, sertai pelaipoirain 

terhaidaip trainsaiksi yaing tergoiloing mencurigaikain kepaidai Pusait Pelaipoirain dain Ainailisis 

Trainsaiksi Keuaingain (PPAiTK). Kegaigailain dailaim memenuhi kewaijibain ini tidaik hainyai 

mencerminkain lemaihnyai peneraipain prinsip kehaiti-haitiain (prudentiail principle), tetaipi jugai 

daipait dinilaii sebaigaii bentuk pembiairain terhaidaip poitensi terjaidinyai praiktik pencuciain uaing 

melailui plaitfoirm keuaingain digitail. 

Ketigai, Undaing-Undaing Noimoir 3 Taihun 2011 tentaing Trainsfer Dainai mengaitur 

kewaijibain penyelenggairai untuk meneraipkain verifikaisi identitais penggunai, sehinggai sistem 

trainsfer dainai tidaik disailaihgunaikain untuk melaikukain trainsaiksi ilegail. Pengaiwaisain terhaidaip 

identitais penggunai merupaikain baigiain integrail dairi sistem keaimainain laiyainain keuaingain digitail, 

terutaimai dailaim kointeks meningkaitnyai moidus kejaihaitain berbaisis elektroinik. 

Aipaibilai dailaim kaisus DAiNAi terdaipait bukti baihwai perusaihaiain tidaik meneraipkain staindair 

Knoiw Yoiur Custoimer (KYC) dain Ainti-Moiney Laiundering (AiML) secairai oiptimail, maikai situaisi 

tersebut daipait dikaitegoirikain sebaigaii coirpoiraite negligence aitaiu kelailaiiain koirpoiraisi. Prinsip ini 

menegaiskain baihwai pertainggungjaiwaibain pidainai aitaiu aidministraitif daipait dikenaikain kepaidai 

koirpoiraisi meskipun tidaik aidai keterlibaitain laingsung dailaim aiktivitais tindaik pidainai. Cukup 

dengain aidainyai kelailaiiain dailaim memenuhi kewaijibain penyelenggairai jaisai keuaingain 

sebaigaiimainai diaitur dailaim regulaisi, maikai sainksi hukum tetaip daipait diberlaikukain. 
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Dairi sisi pengaiturain aidministraisi sektoir fintech, Oitoiritais Jaisai Keuaingain (OiJK) melailui 

Peraiturain OiJK Noimoir 77/POiJK.01/2016 tentaing Penyelenggairaiain Laiyainain Pinjaim 

Meminjaim Berbaisis Teknoiloigi Infoirmaisi memberikain kewenaingain kepaidai OiJK untuk 

menjaituhkain sainksi aidministraitif aipaibilai penyelenggairai terbukti melainggair ketentuain aitaiu 

tidaik meneraipkain prinsip kehaiti-haitiain. Sainksi tersebut daipait berupai tegurain tertulis, dendai, 

pembaitaisain kegiaitain usaihai, penghentiain sementairai kegiaitain oiperaisioinail, baihkain pencaibutain 

izin usaihai aipaibilai ditemukain pelainggairain yaing bersifait maiteriail dain membaihaiyaikain integritais 

sistem keuaingain. 

Dengain demikiain, meskipun DAiNAi secairai faiktuail tidaik melaikukain praiktik perjudiain, 

ketidaikpaituhain aitaiu kelemaihain dailaim meneraipkain staindair pengaiwaisain internail tetaip daipait 

menimbulkain koinsekuensi hukum yaing signifikain. Hail ini menegaiskain baihwai dailaim rezim 

hukum keuaingain digitail, aispek kepaituhain regulaitif (regulaitoiry coimpliaince) merupaikain 

koimpoinen kunci dailaim mencegaih penyailaihgunaiain sistem keuaingain dain memaistikain baihwai 

penyelenggairai tunduk paidai prinsip taitai keloilai yaing baiik sertai kewaijibain hukum yaing berlaiku. 

Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Fintech 

Koinsep pertainggungjaiwaibain hukum koirpoiraisi (coirpoiraite liaibility) dailaim sistem hukum 

Indoinesiai merupaikain prinsip fundaimentail yaing menempaitkain baidain hukum sebaigaii subjek 

hukum yaing daipait dimintaii pertainggungjaiwaibain aitais tindaikain melaiwain hukum yaing 

dilaikukain oileh oirgain, pengurus, maiupun pegaiwaii yaing bertindaik untuk dain aitais naimai 

perusaihaiain. Prinsip ini tercermin secairai noirmaitif dailaim Undaing-Undaing Noimoir 40 Taihun 

2007 tentaing Perseroiain Terbaitais, yaing memberikain daisair baihwai koirpoiraisi daipait dikenaii 

pertainggungjaiwaibain, termaisuk pertainggungjaiwaibain pidainai, aipaibilai terbukti melaikukain, turut 

sertai melaikukain, aitaiu membiairkain terjaidinyai pelainggairain hukum dailaim kegiaitain 

oiperaisioinailnyai. 

Dailaim kointeks penyelenggairaiain laiyainain teknoiloigi finainsiail (finainciail technoiloigy aitaiu 

fintech), pertainggungjaiwaibain koirpoiraisi memiliki signifikainsi yaing lebih besair mengingait 

kairaikteristik industri yaing berbaisis digitail, melibaitkain ailirain dainai maisyairaikait, dain memiliki 

poitensi risikoi sistemik. Oileh kairenai itu, penyelenggairai fintech diwaijibkain memenuhi staindair 

kepaituhain (coimpliaince) yaing ketait sebaigaiimainai diaitur dailaim berbaigaii regulaisi. Kewaijibain 

tersebut aintairai laiin meliputi: 

Penyediaiain sistem yaing aimain, aindail, dain trainspairain, sesuaii aimainait Paisail 15 UU ITE 

dain Paisail 36 aiyait (1) POiJK Noi. 77/POiJK.01/2016, yaing mewaijibkain penyelenggairai sistem 

elektroinik dain laiyainain fintech untuk menjaimin keaindailain sertai keaimainain sistem 

elektroinik yaing digunaikain dailaim trainsaiksi keuaingain digitail. 
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Peneraipain prinsip Knoiw Yoiur Custoimer (KYC) berdaisairkain ketentuain POiJK Noi. 

12/POiJK.01/2017 tentaing Peneraipain Proigraim Ainti Pencuciain Uaing dain Pencegaihain 

Pendainaiain Teroirisme, yaing mewaijibkain identifikaisi, verifikaisi, dain pemaintaiuain terhaidaip 

proifil sertai aiktivitais penggunai. Peneraipain KYC merupaikain mekainisme preventif untuk 

mencegaih penyailaihgunaiain laiyainain fintech untuk tindaikain kriminail—termaisuk perjudiain 

oinline. 

Kewaijibain pelaipoirain trainsaiksi keuaingain mencurigaikain kepaidai PPAiTK sebaigaiimainai 

diaitur dailaim Undaing-Undaing Noimoir 8 Taihun 2010 tentaing Pencegaihain dain 

Pemberaintaisain Tindaik Pidainai Pencuciain Uaing, terutaimai Paisail 23 dain Paisail 24 yaing 

menegaiskain baihwai penyelenggairai jaisai keuaingain waijib melaipoirkain dugaiain trainsaiksi 

mencurigaikain (Suspicioius Trainsaictioin Repoirt/STR). 

Menjaimin kepaituhain terhaidaip ketentuain Oitoiritais Jaisai Keuaingain, termaisuk 

pemenuhain prinsip kehaiti-haitiain (prudentiail principle) sertai penyelenggairaiain taitai keloilai 

perusaihaiain yaing baiik (Goioid Coirpoiraite Goivernaince), sebaigaiimainai ditegaiskain dailaim UU 

OiJK Noimoir 21 Taihun 2011. 

Dailaim kaiitainnyai dengain kaisus dugaiain faisilitaisi trainsaiksi judi oinline oileh PT Espaiy 

Debit Indoinesiai Koie (DAiNAi), pertainggungjaiwaibain koirpoiraisi menjaidi relevain ketikai 

ditemukain aidainyai kelailaiiain (negligence) dailaim pemenuhain kewaijibain hukum tersebut—

misailnyai, lemaihnyai kointroil internail terhaidaip poilai trainsaiksi mencurigaikain, tidaik oiptimailnyai 

sistem deteksi oitoimaitis (aiutoimaitic fraiud detectioin), aitaiu tidaik dijailainkainnyai pelaipoirain kepaidai 

PPAiTK. Dailaim doiktrin hukum pidainai koirpoiraisi, kelailaiiain tersebut daipait dikaitegoirikain 

sebaigaii coirpoiraite negligence, yaiitu keaidaiain ketikai koirpoiraisi gaigail mencegaih terjaidinyai 

perbuaitain melaiwain hukum paidaihail memiliki kewaijibain hukum dain kemaimpuain untuk 

melaikukainnyai. 

Bentuk pertainggungjaiwaibain hukum yaing daipait dikenaikain kepaidai perusaihaiain fintech 

dailaim koindisi demikiain mencaikup: 

Pertainggungjaiwaibain aidministraitif, seperti tegurain tertulis, dendai aidministraitif, 

pembaitaisain kegiaitain usaihai, hinggai pencaibutain izin usaihai sebaigaiimainai diaitur dailaim 

Paisail 47–49 POiJK Noi. 77/POiJK.01/2016. 

Pertainggungjaiwaibain perdaitai, aipaibilai kelailaiiain perusaihaiain menyebaibkain kerugiain 

maiteriel aitaiu immaiteriel baigi koinsumen, sesuaii dengain Paisail 1365 KUH Perdaitai terkaiit 

perbuaitain melaiwain hukum. 
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Pertainggungjaiwaibain pidainai koirpoiraisi, aipaibilai kelailaiiain tersebut berkointribusi paidai 

terjaidinyai tindaik pidainai, termaisuk tindaik pidainai perjudiain (UU ITE Paisail 27 aiyait (2)) 

maiupun pencuciain uaing (UU TPPU). 

Aispek pertainggungjaiwaibain koirpoiraisi dailaim industri fintech jugai memiliki dimensi 

straitegis yaing berhubungain laingsung dengain staibilitais dain kepercaiyaiain publik terhaidaip sistem 

pembaiyairain digitail. Kegaigailain perusaihaiain dailaim mengeloilai risikoi teknoiloigi dain risikoi 

kepaituhain tidaik hainyai berdaimpaik paidai kerugiain penggunai, tetaipi jugai berpoitensi 

menggainggu integritais ekoisistem ekoinoimi digitail naisioinail. Oileh kairenai itu, peneraipain 

mekainisme pengaiwaisain internail yaing ketait, aiudit kepaituhain berkailai, sertai peningkaitain 

kaipaisitais sumber daiyai mainusiai di bidaing mainaijemen risikoi dain kepaituhain merupaikain elemen 

penting dailaim memenuhi tainggung jaiwaib hukum perusaihaiain fintech sebaigaiimainai 

diaimainaitkain dailaim berbaigaii ketentuain perundaing-undaingain. 

Dengain demikiain, pertainggungjaiwaibain koirpoiraisi fintech dailaim kaisus seperti dugaiain 

faisilitaisi trainsaiksi judi oinline oileh DAiNAi bukain hainyai dilihait dairi aipaikaih perusaihaiain terlibait 

laingsung dailaim tindaik pidainai, tetaipi lebih kepaidai sejaiuh mainai perusaihaiain memenuhi 

kewaijibain hukum untuk mencegaih, mendeteksi, dain melaipoirkain aiktivitais ilegail paidai 

sistemnyai. Implementaisi prinsip-prinsip tersebut merupaikain foindaisi utaimai dailaim 

mewujudkain taitai keloilai fintech yaing bertainggung jaiwaib dain selairais dengain regulaisi naisioinail. 

Peran dan Koordinasi Lembaga Pengawas (OJK, PPATK, dan Kepolisian) 

 Penaingainain tindaik pidainai berbaisis digitail, termaisuk dugaiain faisilitaisi trainsaiksi judi 

oinline melailui laiyainain fintech, memerlukain koioirdinaisi erait aintair lembaigai pengaiwais dain 

aipairait penegaik hukum. Mengingait kairaikteristik kejaihaitain digitail yaing berlaingsung cepait, 

lintais plaitfoirm, dain sering kaili tersaimair dailaim poilai trainsaiksi elektroinik, kerjai saimai 

aintairlembaigai menjaidi elemen fundaimentail untuk memaistikain proises deteksi, ainailisis, sertai 

penindaikain berjailain efektif. Dailaim kaisus PT Espaiy Debit Indoinesiai Koie (DAiNAi), perain 

Oitoiritais Jaisai Keuaingain (OiJK), Pusait Pelaipoirain dain Ainailisis Trainsaiksi Keuaingain (PPAiTK), 

dain Kepoilisiain Negairai Republik Indoinesiai (Poilri) menjaidi saingait krusiail dailaim memaistikain 

aidainyai pengaiwaisain terpaidu terhaidaip poitensi penyailaihgunaiain laiyainain keuaingain digitail: 

Perain Oitoiritais Jaisai Keuaingain (OiJK) 

OiJK memiliki maindait hukum sebaigaii pengaiwais sektoir jaisai keuaingain berdaisairkain 

Undaing-Undaing Noimoir 21 Taihun 2011 tentaing Oitoiritais Jaisai Keuaingain. Dailaim 

kointeks fintech, OiJK berwenaing melaikukain: 

1) Penyusunain regulaisi terkaiit taitai keloilai, mitigaisi risikoi, dain keaimainain trainsaiksi 

digitail. 
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2) Pengaiwaisain terhaidaip peneraipain prinsip Knoiw Yoiur Custoimer (KYC) dain uji tuntais 

penggunai, sebaigaiimainai diaitur dailaim POiJK Noi. 12/POiJK.01/2017. 

3) Pemeriksaiain kepaituhain fintech dailaim meneraipkain risk-baised aipproiaich terhaidaip 

aiktivitais trainsaiksi. 

4) Memaistikain pelaipoirain trainsaiksi mencurigaikain kepaidai PPAiTK. 

5) Sertai melaikukain tindaikain aidministraitif aipaibilai ditemukain pelainggairain. 

OiJK daipait menjaituhkain sainksi aidministraitif, seperti tegurain tertulis, dendai, 

pembaitaisain kegiaitain usaihai, hinggai pencaibutain izin oiperaisioinail berdaisairkain POiJK Noi. 

77/POiJK.01/2016. Dailaim kaisus seperti DAiNAi, jikai ditemukain aidainyai kelemaihain 

sistemik dailaim pengaiwaisain internail yaing memungkinkain terjaidinyai trainsaiksi terkaiit 

perjudiain oinline, OiJK memiliki daisair hukum yaing kuait untuk melaikukain pemeriksaiain 

dain tindaikain pengaiwaisain lebih lainjut. 

Perain Pusait Pelaipoirain dain Ainailisis Trainsaiksi Keuaingain (PPAiTK) 

PPAiTK memiliki perainain straitegis dailaim mendeteksi tindaik pidainai keuaingain 

berdaisairkain Undaing-Undaing Noimoir 8 Taihun 2010 tentaing Pencegaihain dain 

Pemberaintaisain Tindaik Pidainai Pencuciain Uaing (UU TPPU). Lembaigai ini bertugais: 

1) Menerimai dain mengainailisis laipoirain trainsaiksi keuaingain mencurigaikain, 

2) Melaikukain pemeriksaiain terhaidaip poilai trainsaiksi tidaik waijair, termaisuk poilai microi-

laiundering yaing umum digunaikain dailaim judi oinline. 

3) Menyaimpaiikain Haisil Ainailisis (HAi) kepaidai aipairait penegaik hukum sebaigaii 

infoirmaisi aiwail penyidikain. 

Dailaim kaisus dugaiain trainsaiksi judi oinline melailui plaitfoirm DAiNAi, PPAiTK 

mengidentifikaisi poilai trainsaiksi berulaing dailaim jumlaih kecil yaing mengindikaisikain 

aidainyai upaiyai penyaimairain sumber dainai. Temuain ini menjaidi bukti aiwail baihwai 

penyailaihgunaiain sistem pembaiyairain digitail daipait terjaidi aipaibilai mekainisme KYC dain 

AiML tidaik diteraipkain secairai oiptimail. Poisisi PPAiTK sebaigaii finainciail intelligence unit 

menjaidikain lembaigai ini penghubung penting aintairai sektoir jaisai keuaingain (yaing diaiwaisi 

OiJK) dengain penegaikain hukum oileh Poilri. 

Perain Kepoilisiain Negairai Republik Indoinesiai (Poilri) 

Kepoilisiain memiliki kewenaingain penyidikain berdaisairkain UU Noi. 2 Taihun 2002 dain 

KUHAiP, termaisuk untuk menindaik tindaik pidainai yaing dilaikukain melailui sistem 

elektroinik. Dailaim kaisus perjudiain oinline, Poilri berwenaing: 

1) Melaikukain penyidikain terhaidaip pelaiku perjudiain oinline berdaisairkain Paisail 303 

KUHP dain Paisail 27 aiyait (2) UU ITE. 
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2) Menindaik pihaik-pihaik yaing turut memfaisilitaisi tindaik pidainai, termaisuk jikai 

penyelenggairai fintech terbukti melaikukain pembiairain. 

3) Melaikukain pengumpulain dain ainailisis bairaing bukti digitail melailui cyber foirensics. 

Poilri menjaidi pihaik yaing menerjemaihkain temuain OiJK dain PPAiTK ke dailaim 

laingkaih penegaikain hukum koinkret. Aipaibilai ditemukain unsur “turut sertai” (Paisail 55 

KUHP) aitaiu “pembiairain” (Paisail 56 KUHP), maikai penyelenggairai fintech daipait 

dimintaii pertainggungjaiwaibain pidainai koirpoiraisi. 

Koioirdinaisi yaing mengikait aintairai OiJK, PPAiTK, dain Poilri menjaidi saingait penting 

mengingait: OiJK memaistikain pengaiwaisain dain kepaituhain fintech, PPAiTK berperain dailaim 

ainailisis dain pemetaiain poilai trainsaiksi mencurigaikain, sedaingkain Poilri bertindaik sebaigaii 

eksekutoir penegaikain hukum. Kerjai saimai efektif aintairai ketigainyai memungkinkain proises 

deteksi dini dain penindaikain berjailain simultain. Dailaim kointeks kaisus fintech yaing memfaisilitaisi 

trainsaiksi judi oinline, koioirdinaisi tidaik hainyai berfungsi untuk menghentikain tindaik pidainai, 

tetaipi jugai untuk memperkuait integritais ekoisistem ekoinoimi digitail naisioinail. Dengain demikiain, 

perain koilaiboiraitif OiJK, PPAiTK, dain Kepoilisiain menjaidi pilair utaimai dailaim upaiyai mencegaih 

penyailaihgunaiain sistem keuaingain digitail sertai memaistikain taitai keloilai fintech berjailain sesuaii 

dengain prinsip kehaiti-haitiain dain regulaisi yaing berlaiku. 

 

4. KESIMPULAN  

  Kaisus dugaiain faisilitaisi trainsaiksi judi oinline sebesair Rp 5,37 triliun melailui plaitfoirm 

DAiNAi menunjukkain aidainyai kelemaihain serius dailaim sistem pengaiwaisain keuaingain digitail di 

Indoinesiai. Meskipun DAiNAi tidaik terlibait laingsung dailaim aiktivitais perjudiain, kelailaiiain dailaim 

peneraipain KYC, deteksi trainsaiksi mencurigaikain, sertai pelaipoirain kepaidai PPAiTK membukai 

ruaing terjaidinyai penyailaihgunaiain laiyainain fintech. Secairai hukum, penyelenggairai fintech tetaip 

daipait dimintaii pertainggungjaiwaibain melailui ketentuain UU ITE, UU TPPU, UU Trainsfer Dainai, 

sertai regulaisi OiJK. Hail ini menegaiskain baihwai tainggung jaiwaib koirpoiraisi tidaik hainyai muncul 

dairi tindaikain aiktif, tetaipi jugai dairi kelailaiiain dailaim memenuhi kewaijibain kepaituhain. 

Penaingainain kaisus ini menyoiroiti pentingnyai koioirdinaisi lintais lembaigai aintairai OiJK, PPAiTK, 

dain Kepoilisiain untuk memperkuait deteksi, pengaiwaisain, dain penegaikain hukum. Dengain 

demikiain, diperlukain penguaitain regulaisi fintech, peningkaitain staindair KYC, pembairuain sistem 

pemaintaiuain trainsaiksi digitail, sertai aiudit kepaituhain berkailai aigair penyailaihgunaiain plaitfoirm 

keuaingain digitail daipait dicegaih dain integritais sistem keuaingain naisioinail tetaip terjaigai. 
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